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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMDR 35 TAHUN 2011

TENTANG

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Mel.imbang

Men lingat

8. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang saat ini
dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) belum memenuhi kebutuhan yang
diharapkan peserta;

b. bahwa agar pelayanan kesehatan dapat rnemenuhi kebutuhan dan
tingkat peJayanan yang diharapkan Pegaw~i Negeri Sipil Daerah sebagai
peserta asuransi kesehatan, maka Pemenntah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta berkewajiban melengkapi dengan Jaminan Pelayanan
Kesehatan yang dilaksanakan secara sinergl o.1l1gan PT Askes (Persero):

c. bahwa berdas¥ukan pertimbangan sebagail;.;-! J dimaksud dalarn huruf a
dan huruf b. serta sebagai tindak la;·,' pelaksan:J11'1 ketentuan
Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah NomoI ;·,hun 2009 1 ~,3ng Sistem
Kesehatan Daerah perlu menetapkan \. -(luran Gub(~' ·:!r tentang
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawal. :""1 Sipil Daer~,

1. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tent' .: f(euangan ~i lara;

2. Undang-Unda',. Nomer 1 Tahun 2004 tenta. ;·prbCT..i.aha: In egara;

3. Undang-I.

Perunda;',
- :;~1 Nomar 10 Tah:.:n 2004 ten
.,-,.l';mnan;

l Pemt',entu!, an Peraturan

't. Undan<J-Und·:.1l9 Nomer 32 Taliun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah
flgi.?agt:lirn<:lnf; teJah beberapa kali diubah terakhlr dengpfl Undang-Undang
Nomor ·12 Tahu'1 20013;



Menetapkan

5. Undang-Undang Nemer 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sesial
Nasienal;

6. Undang~Undang Nemor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibuketa Jakarta sebagai lbuketa Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nemer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang Namar 40 Tahun 2009 tentang Rumah Saki!;

9. Peraturan Pemerinlah Nemer 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan
Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran Perintis
Kemerdekaan beserta keluarganya;

10. Peraturan Pemerintah Nemer 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Juran
Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai
Negeri 5ipil dan Penerima Pensiun;

11. Peraturan Pemerintah Nemor 58 Tahun 2005 tentang PengeJelaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nemer 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Daerah Nemor 5 Tahun 2007 tentang Pekok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nemer 10 Tahun 2008 tentang Organtsasi Perangkat
Oaerah;

16. Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan
Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Oaerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



3. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daeiah Khusus lbukota Jakarta.

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil Oaerah. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Oaerah Pemerintah Provinsi Oaerah
Khusus Ibukota Jakarta.

7_ Penyedia Pelayanan Kesehatan yang seJanjutnya disingkat PPK adalan
Sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
bagi peserta Askes maupun peserta JPK-PNS.

8. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
selanjutnya disingkat JPK-PNS adalah Jaminan untuk membayar selisih
biaya pelayanan kesehatan antara tagihan PPK dengan yang dibayar
PT Askes (Persero) sesuai dengan hak-nya.

9. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya
disingkat UP-JPK adalah Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Provins; Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kartu JPK-PNS adalah Identitas yang diberikan kepada setiap peserta
pemeliharaan kesehatan oleh Unit Penyelenggara JPK-PNS.

11. Dana JPK-PNS adalah Biaya yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membayar biaya yang tidak dijamin
oleh PT Askes (Persera).

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal2

JPK-PNS diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (UP-JPK).

Pasal3

(1) Dalam rangka penyeJenggaraan JPK-PN:, ';ebagaimana dimaksud dalaf'l
Pasal 2, UP-JPK wajib membangun Sis',':n informasi Penyelenggaraan
JPK-PNS. .

(2) Sistem Informasi Penyelenggaraan JPi . NS sebagaiman? dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. data kepesertaan;

b. data PPK;

c. penyelesaian tagihan PPK; dan

d. penyelesaian keluhan peserta.



i
(3) Sistem Informasi Penyelenggaraan JPK-PNS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat merupakan bukti hukum secara komputerisasi sesuai
dengan ketenluan peraturan perundang-ur,dangan.

(4) Dalam rangka membangun Sistem Informas; Penyelenggaraan JPK-PNS
sebagairnana dirnaksud pada ayal (1), UP-JPK dapat bekerja sarna
dengan lembaga atau institusi yang menangani asuransi kesehatan PNS.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sarna sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal4

Penyelenggara JPK·PNS wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelayanan yang diberikan oleh PPK.

BAB III

KEPESERTAAN DAN MANFAAT

Bag ian Kesatu

Kepesertaan

Pasal5

Peserta JPK-PNS adalah PNS termasuk keluarga yang menjadi
tanggungannya.

Pasa16

(1) Peserta wajib memiliki kartu peserta JPK-PNS.

(2) Kartu peserta sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak beriaku
apabila:

a. peserta meninggal dunia;

b. peserta diberhentikan dengan tidak hormat;

c. janda atau duda peserta menikah lagi; atau

d. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal?

Dalam rangka pembuatan kartu peserta, UP-JPK berkoordinasi dengan :

a. Badan Kepegawaian Daerah untuk PNS ol;.l;i, dan

b. Badan Kepegawaian Daerah dan PT Taspen (Pe~ero) untuk Pensiunan PNS.



(3) Sistem Informasi Penyelenggaraan JPK-PNS sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dapat merupakan bukti hukum secara komputerisasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Oalam rangka membangun Sistem Informasi Penyelenggaraan JPK-PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). UP-JPK dapat bekerja sarna
dengan lembaga atau institusi yang menangani asuransi kesehatan PNS.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sarna sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal4

Penyelenggara JPK-PNS wajib melakukan monitoring dan evaluasi tertladap
pelayanan yang diberikan oleh PPK.

BAB III

KEPESERTAAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal5

Peserta JPK-PNS adalah PNS lermasuk keluarga yang menjadi
langgungannya.

Pasal6

(1) Peserta wajib memiliki kartu peserta JPK-PNS.

(2) Kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
apabila :

a. peserta meninggal dunia;

b. peserta diberhentikan dengan tidak hormat;

c. janda atau duda peserta menjkah lagi; atau

d. culi di luar tanggungan negClra.

Pas~l1 7

Oalam rangka pembuatan kartu peserta, . ')·JPK berkoordinasi dengan :

a. Badan Kepegawaian Daerah untuk PNS .....~.", Jan

b. Badan Kepegawaian Daerah dan PT Taspen (Persero) untuk Pensiunan PNS.



Bagian Kedua

Manfaat

Pasal8

Peserta JPK-PNS mendapatkan manfaat berupa jaminan pembiayaan
pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh PT Askes (Persero).

BAB IV

PENYEDIA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal9

(1) PPK wajib memberikan pelayanan kepada peserta JPK-PNS sesuai
tingkat pelayanan yang tercantum dalam kontrak.

(2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UP-JPK
dengan PPK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

BABV

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan JPK-PNS

Pasal1Q

Biaya Penyelenggaraan JPK-PNS merupakan bagian dad penyelenggaraan
jaminan pemeliharaan kesehatan daerah.

Pasal11

(1) Biaya penyelenggaraan JPK-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. dialokasikan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayet (i) dapat dilaksanakan secara
bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah..

Bagian Kedua

Pembiayaan Pl Askes (Persero)

Po::ial 12

(1) Biaya pelayanan kesehatan PNS yang dilaksanakan oleh PT Askes (Persero)
dibebankan pada PNS dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang merupakan bagian dan anggaran belanja pegawai
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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. (2) Tehf~q~;p;6'e'laya:han kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
GJtieh:tdr'~Jb'p'a£t[pet1unju'k PT Askes (Persero) untuk; melaksanakan
R"~:ra§:?Q#n:,·lk~~bWtltari'·'G'ntLJk'PNS sesuai denga'n kefehtuan peraturan
P~fYt!9,a~g~iundangan.
",;.< ,,'" i

(3J'f:~~WLl~, ,. ~;r_E?'dtJernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 'rilenjadi dasar
::::l,:(bJagi1"S ~ris'Daerah untuk membuat kontrak dengar,lPT Askes(Persero).
'i"·;o;',:·i':,,>,·~.t ':"?,'''' '-"':.,' ~ ' : '

:(4):t"Ke"'>¥:~§bagairnana dimaksud pada ayat (3) dipersiapkan oleh BKD
;'" ,:b~: ." 'fi>:'Sat'uan Ke~a Perangkat Daetah!Unit Kerja Perangkat Daerah
<f';'it~'fki3lf'

%1#,in~~;!:8~ti~dh i !
- :;t5:Y~($;t¥kr.'~ta"r)?'[]aerah membentuk Tim urtuk melakukan monitoring dan evaluasi
:n";r,;:~tas::pelayanan kesehatan PT Ask~s (Persero).
;:",':", "': :,'"' '. ,

BABVI

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasa! 13

(1) PPK membuat tagihan rangkap 3 (tiga) yang ditujukan :

a. asli kepada PT Askes (Persero);

b. tembusan-1 kepada UP-JPK; dan

c. tembusan-2 kepada peserta JPK-PNS yang bersangkutan.

(2)

(3)

Pembayaran tagihan PPK untuk pelayanan Askes ditanggun!1
PT Askes '(Persero) de'nganmengacu pads tarif PT Askes (Persero).

Pembayarap. selisih tagihan PPK ;ditani.)\)ung penyelenggara JPK-PNS
dengan mengacu pada petunjuk pelaksam'lHn/petunjuk teknis JPK-PNS.

(4) Pemilihan kelas rawat inap di luar keter'::..>an PT Askes (Persero) dan
JPK-PNS dibayar secara pribadi oleh peser-la JPK-PNS.

BAB Vii

PELAPORAN DAN PERTANG';UNGJAWABl \1

Pasa! 14

(1) UP-JPK m()i)yampaikan laporan peny(llenggc1;aan JP!<-PNS kepada
Gubernuf inelalui Sekretaris Daerah secara berkala tahunan, semester,
triwulan li\.danan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebuitlflan.

(2) Laporan ·;.'-'bagaimana dimaksud pada ayat (1) sekul"ang-kurangnya dapat
mengg:-:·'i-~.:i,.kan efek"tifitas, efisiensi dan akuntabiii;~-lS penyelenggaraan
JPK-PN

Dalsm rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan JPK-PNS,
UP-JPK mengembangkan slstem pengendalian internal.



BAB VIII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal16

Pengawasan terhadap penyelen~:maraan JPK-PNS dilaksanakan oleh :

a. lembaga negara yang berwenang memeriksa keuangan negara: dan

b. aparat pemeriksa fungsional pemerintah.

Pasal17

(1 ) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan JPK-PNS dilaksanakan dengan
pembagian tugas sebagai berikut :

a. UP-JPK terhadap pelayanan yang diberikan PPK kepada peserta
JPK-PNS;

b. Dinas kesehatan terhadap penyelenggaraan UP-JPK; dan
c. Badan Kepegawaian Daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan

JPK-PNS.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebaQaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Dinas Kesenatan dan Badan
Kepegawaian Daerah mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau tenaQa ahli.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur mi, dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Provinsi Oaerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di J3karta
pada tanggal 8 Maret 2011

GUBERNUR PR VINSI DAERAH KHUSUS
IBU TAJAKARTA,

Oiundangkan di Jakarta
padatanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

~I!-
FADJAR PANJAITAN

NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
T,AHUN 2011 NOMOR 38


